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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budayanya, Indonesia, sebagai 

negara agraris, memandang tanah sebagai sumber daya yang vital. Karena 

merupakan dasar bagi rumah, industri, perkebunan, pembangunan 

infrastruktur, dan bahkan pengelolaan sumber daya alam, tanah sangatlah 

berharga. Selain itu, tanah memiliki makna sosial dan budaya bagi 

masyarakat Indonesia dan seringkali dikaitkan dengan identitas, sejarah, dan 

kelangsungan hidup kelompok lokal. Akibatnya, kepemilikan dan 

penggunaan properti terkadang mencakup berbagai kepentingan yang luas 

dan rumit.1 

Permintaan akan lahan meningkat seiring dengan pertumbuhan 

aktivitas komersial dan pembangunan negara. Hal ini telah menyebabkan 

sejumlah masalah terkait kepemilikan dan pengelolaan lahan. Konflik 

kepentingan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, status 

kepemilikan yang ambigu, kepemilikan properti yang tidak merata, dan 

klaim hak atas tanah yang tumpang tindih merupakan penyebab umum 

sengketa lahan. Sengketa lahan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan 

                                                             
1 Erry Ika Rhofita Rhofita, “Optimizing Indonesian Agricultural Resources to Support the 

National Food and Energy Security Program, Jurnal Ketahanan Nasional 28, no. 1 (2022): 82–83". 
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sosial jangka panjang, selain menghambat investasi dan aktivitas komersial 

dalam konteks pertumbuhan ekonomi. 

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat dua metode utama untuk 

menyelesaikan masalah perdata, termasuk sengketa tanah: litigasi dan non-

litigasi. Namun, karena durasinya yang panjang, biaya yang tinggi, dan 

kemampuannya untuk merusak ikatan antara pihak-pihak yang bersengketa, 

litigasi terkadang dianggap tidak efektif. Penyelesaian sengketa alternatif 

(ADR), sebuah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, telah 

muncul sebagai alternatif. .UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Penyelesaian Sengketa Alternatif mengatur proses ini.  

Melalui teknik-teknik termasuk konsultasi, negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, dan evaluasi ahli, ADR (Alternative Dispute Resolution) 

menyediakan penyelesaian sengketa. Fleksibilitas, kecepatan, efektivitas 

biaya, dan peningkatan fokus pada kesepakatan sukarela merupakan 

keunggulan utama ADR. Selain itu, karena ADR merupakan prosedur yang 

tidak kaku dan bersifat rahasia yang menekankan debat, ADR membantu 

menjaga hubungan positif antara pihak-pihak yang berselisih. Penggunaan 

ADR sangat relevan dalam konteks ekosistem lahan untuk mencegah 

konflik berkepanjangan dan mengembangkan solusi yang lebih adil. 

Namun, implementasi ADR di Indonesia tidak selalu sesukses yang 

diharapkan. Pada kenyataannya, masih ada sejumlah tantangan, termasuk 

ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan dan masyarakat, kurangnya 
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pengetahuan tentang peraturan per.UUan setempat, keterbatasan kapasitas 

mediator, serta pengawasan dan penegakan perjanjian yang lemah. Karena 

tantangan-tantangan ini, banyak prosedur mediasi dan negosiasi 

penyelesaian sengketa tanah berakhir buntu atau gagal menghasilkan 

perjanjian yang mengikat secara hukum. 

Disampaikan pada pasal 1 ayat 10 UU No 30 tahun 1999 bahwa : 

“Alternatif Penyelesaian Sengketa Adalah lembaga penyelesaian sengeketa 

atau beda pendapat melalui  prosedur yang disepekati para pihak yakni 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosias, 

mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.” Pendekatan-pendekatan ini dipilih 

sesuai dengan tujuan bersama para pihak untuk mencapai konsensus tanpa 

perlu melalui proses perdamaian.2 

Sengketa lahan antara PT Pertamina dan warga Desa Sinar Rambang, 

Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, merupakan salah 

satu contoh spesifik dari masalah ini. Klaim yang berbeda mengenai 

kepemilikan dan penggunaan lahan, yang diyakini tumpang tindih di antara 

kedua belah pihak, memicu konflik ini. Selain menyebabkan kerugian 

finansial, konflik ini juga meningkatkan keresahan sosial dan mengikis 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan dunia usaha. 

                                                             
2 Ni Made Trisna Dewi, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa 

Perdata, Jurnal Analisis Hukum 5, no. 1 (25 April 2022): 83, 

https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223”. 
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Karena lamanya proses, biayanya, dan potensinya untuk merusak 

hubungan antar pihak, litigasi peradilan sering dianggap tidak efektif. 

Musyawarah, mediasi, dan solusi yang saling menguntungkan diberikan 

prioritas utama dalam prosedur penyelesaian sengketa alternatif (ADR). 

Diharapkan bahwa ADR akan menghasilkan solusi yang lebih cepat dan 

efektif sekaligus menjaga hubungan positif antara masyarakat dan bisnis.3 

Landasan hukum untuk penggunaan ADR di Indonesia disediakan 

oleh UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa 

Alternatif. Efisiensi proses ini dalam menyelesaikan sengketa properti, 

khususnya yang melibatkan perusahaan besar seperti PT Pertamina, masih 

menjadi topik penelitian yang menarik. Pertanyaan yang muncul adalah 

apakah ADR dapat memberikan resolusi yang mengikat secara hukum dan 

disepakati oleh kedua belah pihak. Apa saja tantangan dan elemen yang 

memfasilitasi implementasinya di tingkat lokal, khususnya di Desa Sinar 

Rambang? 

Karena kasus ini menggambarkan kesulitan dalam menerapkan ADR 

dalam sengketa tanah yang melibatkan perusahaan besar dan masyarakat 

pedesaan, kasus ini sangat penting untuk penelitian. ADR seharusnya 

menjadi cara yang cepat, efektif, dan adil untuk menyelesaikan konflik, di 

satu sisi. Di sisi lain, hambatan kelembagaan dan sosial seringkali 

menghambat implementasinya. Pertanyaan yang muncul adalah apakah 

                                                             
3 Takdir Rahmadi, ”Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, 

(Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 32”. 
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ADR benar-benar berhasil mengatasi masalah dalam kasus ini, serta 

keadaan apa yang memfasilitasi atau menghambat implementasinya di 

tingkat lokal.4 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menggunakan 

metodologi empiris, dengan fokus pada pemeriksaan ketentuan hukum yang 

menguntungkan yang mengatur mekanisme Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (ADR) dan penerapannya dalam proses penyelesaian sengketa 

tanah antara PT Pertamina dan warga Desa Sinar Rambang, Kecamatan 

Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengklarifikasi sejauh mana penggunaan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa (ADR)  dapat memberikan solusi yang adil, efisien, dan 

berkelanjutan, serta untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang memfasilitasi 

dan menghambat penerapannya. Oleh karena itu, diharapkan temuan 

penelitian ini dapat membantu Indonesia menciptakan penyelesaian 

sengketa tanah yang lebih efektif, inklusif, dan sesuai dengan keadilan sosial 

serta kejelasan hukum. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini Adalah ; 

1. Bagaimana Pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)  dalam 

penyelesaian sengketa tanah antara                            PT Pertamina dengan masyrakat 

Desa Sinar Rambang Kecamatan Rambang kapak tengah Kota Prabumulih? 

                                                             
4 Achmad. Wilya, “Konflik Sengketa Lahan Dan Strategi Penyelesaian Di Indonesia, Jurnal 

Kolaborasi Resolusi Konflik 6, no. 1 (2020): 8–18". 
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2. Apa hambatan dalam pelaksanaan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)  

pada kasus sengketa tanah antara PT Pertamina dengan masyrakat Desa Sinar 

Rambang? 

C. RUANG LINGKUP 

  Fokus penelitian ini adalah bagaimana kewajiban hukum perdata 

menangani masalah yang timbul akibat efektivitas solusi pengganti yang 

bermanfaat bagi masyarakat; hal ini tidak mengesampingkan potensi untuk 

menangani masalah lain. 

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan 

Tujuan Yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengkaji, dari sudut pandang hukum dan praktis, seberapa baik 

mekanisme ADR dapat menyelesaikan sengketa tanah antara PT 

Pertamina dan Masyarakat Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang 

Kapak Tengah, Kota Prabumulih. 

b. Jelaskan bagaimana teknik ADR termasuk konsiliasi, mediasi, dan 

negosiasi digunakan dalam konflik tanah yang melibatkan PT Pertamina 

dan Masyarakat tersebut. 

2. Manfaat  

a. Berfungsi sebagai sumber daya ilmiah tentang efektivitas ADR dalam 

menyelesaikan masalah penyelamatan lahan yang melibatkan 

masyarakat dan perusahaan. 
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b. Bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai panduan untuk menilai dan 

menciptakan teknik penyelesaian konflik yang lebih positif dengan 

masyarakat. 

E. KERANGKA KONSEPTUAL 

Kerangka kerja konseptual untuk mengevaluasi efektivitas ADR dalam 

sengketa tanah antara PT Pertamina dan masyarakat Desa Sinar Rambang, 

Kecamatan Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, disusun dalam 

penelitian ini. 

Pada intinya, klaim yang saling bertentangan mengenai kepemilikan, 

penggunaan, dan hak atas tanah menimbulkan konflik tanah. Ketegangan antara 

pelaku bisnis dan masyarakat seringkali disebabkan oleh hal ini. Akibatnya, 

ADR suatu proses penyelesaian yang lebih cepat, lebih hemat biaya, dan 

menjaga hubungan positif antar pihak diperlukan.5 

Studi konseptual ini mencakup sejumlah topik penting, termasuk: 

1. Konsep Sengketa Tanah 

Suatu hambatan yang berkaitan dengan kepemilikan, penguasaan, 

penggunaan, atau pemanfaatan tanah yang mengakibatkan adanya 

kesepakatan atau klaim dari salah satu pihak dikenal sebagai sengketa 

tanah.6 Sementara itu, menurut Reni dalam jurnalnya, sengketa tanah 

                                                             
5 Bambang Sutiyoso, ”Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Penyelesaian Sengketa di 

Luar Pengadilan (ADR dan Arbitrase), (Yogyakarta: Citra Media, 2018), hlm. 56”. 
6 Made Agus Indra Yudhistira, “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi, 

Jurnal Bhumi, Vol. 1 No. 1, 2015”. 
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adalah perselisihan hukum mengenai status hak atas tanah atau 

penggunaan tanah yang timbul dari perbedaan antara data hukum dan 

data fisik atau dari klaim hak yang diajukan oleh pihak lain yang merasa 

dirugikan.7 

2.  Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) 

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di 

luar peradilan (alternative dispute resolution/ADR) yang 

penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase 

berdasarkan perjanjian arbitrase yang disepakati para pihak.8 Menurut 

UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, arbitrase adalah: 

“Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang 

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para 

pihak.” 

 

Menurut Gary Born dalam Jurnal Nadia Y. Pebrianti, arbitrase 

adalah prosedur di mana para pihak menyerahkan penyelesaian kepada 

arbiter pilihan mereka. Putusan arbiter memiliki otoritas final dan 

mengikat serta dapat diakui dan diterapkan secara global melalui 

prosedur pengakuan dan penegakan hukum.9 Sedangkan, Suyud 

Margono mengatakan bahwa Arbitrase merupakan mekanisme 

penyelesaian sengketa secara privat, cepat, dan bersifat confidential, di 

                                                             
7 Reni Dwi Purnomowati, “Analisis Sengketa Pertanahan dan Penyelesaiannya 

Berdasarkan Hukum Agraria, Ius Quia Iustum, Vol. 24 No. 3, 2017”. 
8 A. A. Entriani, “Arbitrase dalam Sistem Hukum Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 

No. 2, 2021, hlm. 112–113”. 
9 Nadia Y. Pebrianti, “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi 

New York 1958, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 6 No. 2, 2021”. 
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mana arbiter yang dipilih para pihak berperan sebagai judge of facts and 

law dalam perkara tersebut.10 

 

3. Efektivitas ADR dalam Sengketa Tanah 

Efektivitas dinilai menggunakan sejumlah metrik, seperti: 

a.  Tingkat penyelesaian sengketa. 

b. Lebih murah daripada melalui pengadilan. 

c. Seberapa puas para pihak? 

d. Lamanya ikatan sosial dan ekonomi setelah penyelesaian 

sengketa.11 

4. Hubungan Antar Konsep 

Konsep sengketa tanah, ADR, dan efektivitas penyelesaian 

memiliki hubungan yang saling terikat dalam menganalisis sengketa 

antara PT Pertamina dan Masyarakat Sinar Rambang. Sengketa tanah 

pada dasarnya merupakan perselisihan mengenai penguasaan atau hak 

atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA (UU No. 5/1960), terutama 

Pasal 2, 4, dan 16 mengenai kewenangan penguasaan negara dan jenis-

jenis hak atas tanah. 

UU No 30 Tahun 1999 mengenai Arbitrase dan Penyelesaian 

Sengketa Alternatif (Pasal 6–8 yang mengatur perjanjian ADR) 

menyatakan ADR merupakan proses penyelesaian non-litigasi yang sah 

dalam situasi ini. Peraturan Kepala BPN No 3 Tahun 2011, yang 

                                                             
10 Suyud Margono, “Efektivitas Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, 

Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 49 No. 1, 2019”. 
11 Gede Aditya Pratama, “Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023), hlm. 45”. 
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menetapkan bahwa mediasi adalah alat utama untuk menyelesaikan 

sengketa tanah, dan PERMA No. 1 Tahun 2016, jika penyelesaian telah 

sampai ke pengadilan, keduanya mendukung ADR di sektor tanah. 

Hubungan antar konsep tersebut menunjukkan bahwa sengketa 

tanah menjadi objek masalah, ADR menjadi sarana penyelesaian yang 

menekankan dialog dan kesepakatan, sedangkan efektivitas ADR diukur 

dari kemampuan menghasilkan penyelesaian yang adil, cepat, dan 

berkelanjutan. Melalui kerangka ini, analisis diarahkan pada bagaimana 

ADR dapat diterapkan secara optimal dalam menyelesaikan sengketa 

tanah antara masyarakat dan perusahaan. 

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN 

Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai landasan 

oleh penulis dalam mengangkat topik permasalahan yang dibahas, sekaligus 

menjadi referensi yang relevan saat melakukan penelitian ini; 

1.1 Tabel Penelitian terdahulu 
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G. METODE PENELITIAN 

   Teknik penelitian berikut dipakai pada studi ini: 

1. Jenis Penelitian 

Metode yuridis-empiris digunakan dalam studi semacam ini. 

Aturan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah 
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menggunakan prosedur ADR diperiksa menggunakan pendekatan 

yuridis. Sementara itu, perselisihan antara PT Pertamina dan Komunitas 

Desa Sinar Rambang merupakan salah satu contoh di mana teknik 

empiris digunakan untuk meneliti bagaimana peraturan-peraturan ini 

diterapkan dalam praktik. 

2. Lokasi Penelitian 

Studi ini dilakukan di Desa Sinar Rambang, Kecamatan Rambang, 

Kapak Tengah, Kota Prabumulih. 

3. Sumber Data 

Untuk mengatasi masalah yang saling terkait, variabel-variabel 

yang tercantum dalam permasalahan tersebut memerlukan data dan 

pengetahuan. Data dalam penelitian hukum biasanya dipisahkan menjadi 

dua kelompok: informasi yang dikumpulkan langsung dari responden 

dan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang dapat diandalkan. 

a. Data Primer 

Kesimpulan ini didasarkan pada temuan wawancara yang 

dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pejabat PT Pertamina, 

tokoh masyarakat Desa Sinar Rambang, dan mediator yang terlibat 

dalam proses penyelesaian sengketa alternatif. 

b. Data Sekunder  

Regulasi (seperti UUPA, UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase 

dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, serta peraturan Kementerian 
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ATR/BPN), jurnal, literatur hukum, dan temuan penelitian 

sebelumnya. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

1. Tinjauan pustaka untuk mengumpulkan sumber daya hukum dan 

literatur tentang ADR dan untuk memperkuat hak atas tanah. 

2. Wawancara komprehensif dengan anggota masyarakat, mediator, 

perwakilan pemerintah daerah, dan sumber daya perusahaan. 

3. Dokumentasi, termasuk catatan formal seperti laporan 

kesepakatan dan notulen mediasi. 

Secara umum, berbagai teknik, termasuk observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, dapat digunakan untuk mengumpulkan data. Jenis sumber 

data yang digunakan dalam penelitian harus dipertimbangkan saat 

merancang proses seleksi dan instrumen pengumpulan data. Teknik 

observasi atau komunikasi dapat digunakan jika data tersebut merupakan 

data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan langsung dari studi lapangan 

(penelitian empiris). Teknik studi dokumen dapat digunakan untuk 

memperoleh data jika diperlukan data sekunder. 

H. SISTEMATIKA PENELITIAN  

 Sismatika penulisan Skripsi ini Adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Latar belakang isu yang dibahas, kesulitan, ruang lingkup dan 

tujuan penelitian, definisi konsep, teknik penelitian, dan 
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sistematika penulisan akan dijelaskan secara berhasil dan jelas 

oleh penulis dalam bab ini. 

 BAB II       : Tinjauan Pustaka 

Bab ini memuat teori-teori dasar yang mendasari pembahasan 

masalah dan teori-teori pendukung tambahan yang berkaitan 

dengan objek studi. 

BAB III : Pembahasan 

Bab ini akan membahas temuan studi tentang efektivitas 

ADR dalam sengketa perebutan lahan antara PT Pertamina 

dan Masyarakat Desa Sinar Rambang, Kecamatan 

Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih. 

BAB IV : Kesimpulan dan Saran 

Bab ini memuat ringkasan dan umpan balik terkait objek 

penelitian.



 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA  

A. BUKU 

Arifin, Bustanul. Konflik Agraria: Politik, Hukum, dan Keadilan Agraria di 

Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011. 

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi Ekonomi. Jakarta: Kompas, 2010. 

Boulle, Lawrence. Mediation: Principles, Process, Practice. Sydney: Butterworths, 

2009. 

Emirzon, Joni. Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, 

Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 

2015. 

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2008. 

Harsono, Boedi. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-

Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, 2019. 

Lovenheim, Peter, dan David Guerin. Negotiation: Closing Deals, Settling 

Disputes, and Making Team Decisions. New York: Pearson, 2014. 

Muchsin. Hukum Agraria dalam Perspektif Keadilan Sosial. Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2010. 

Pratama, Gede Aditya. Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: 

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2023. 

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 2009. 

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 2011. 

Rahmadi, Takdir. Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. 

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011. 

Rahmadi, Takdir. Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. 

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022. 

Santoso, Urip. Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2016. 

Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. 

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016. 

Sumardjono, Maria S.W. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan 

Budaya. Jakarta: Kompas, 2008. 



 
 

 
 

Sutiyoso, Bambang. Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternatif Penyelesaian 

Sengketa di Luar Pengadilan (ADR dan Arbitrase). Yogyakarta: Citra 

Media, 2018. 

Widjaja, Gunawan. Alternatif Penyelesaian Sengketa. Jakarta: RajaGrafindo 

Persada, 2008. 

 

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 syarat sahnya suatu perjanjian 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria 

 

C. JURNAL ILMIAH 

Achmad, Wilya. “Konflik Sengketa Lahan dan Strategi Penyelesaian di Indonesia.” 

Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik 6, no. 1 (2020): 8–18. 

Amriani, Nurnaningsih. “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata 

di Pengadilan.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 17, no. 3 (2010). 

Dewi, Ni Made Trisna. “Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam Penyelesaian 

Sengketa Perdata.” Jurnal Analisis Hukum 5, no. 1 (2022): 83. 

Margono, Suyud. “Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa.” Jurnal 

Hukum dan Pembangunan 35, no. 3 (2005). 

Menkel-Meadow, Carrie. “Toward Another View of Legal Negotiation.” UCLA 

Law Review 31 (1984). 

Stipanowich, Thomas J. “Arbitration, Mediation, and Mixed: Definitive ADR 

Procedures.” Harvard Negotiation Law Review 26 (2020): 265–310. 

Usman, Rachmadi. “Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.” Jurnal 

Hukum Ius Quia Iustum 11, no. 27 (2004). 

Wiratraman, Herlambang P. “Konflik Agraria dan Hak Asasi Manusia di 

Indonesia.” Jurnal HAM 7, no. 2 (2016). 

 



 
 

 
 

 

D. INTERNET/WEBSITE 

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. “Pengertian Sengketa, Konflik, 

dan Perkara Pertanahan.” https://www.atrbpn.go.id (diakses sesuai tanggal 

penelitian). 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. “Penyelesaian 

Sengketa Pertanahan.” https://www.atrbpn.go.id (diakses sesuai tanggal 

penelitian). 

Priadi, E. “Penyelesaian Sengketa Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution).” 

LBH Rumah Keadilan, 2015. https://rumahkeadilan.or.id/penyelesaian-

sengketa-melalui-adr-alternative-dispute-resolution/ 

 

 

https://www.atrbpn.go.id/
https://www.atrbpn.go.id/
https://rumahkeadilan.or.id/penyelesaian-sengketa-melalui-adr-alternative-dispute-resolution/
https://rumahkeadilan.or.id/penyelesaian-sengketa-melalui-adr-alternative-dispute-resolution/

	SKRIPSI
	BAB 1
	A. Latar Belakang
	B. RUMUSAN MASALAH
	C. RUANG LINGKUP
	D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
	E. KERANGKA KONSEPTUAL
	F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN
	G. METODE PENELITIAN
	H. SISTEMATIKA PENELITIAN
	DAFTAR PUSTAKA

